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SALINAN
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NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Menimbang

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI] ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang
bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan,
perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaks: FElektronik yang memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum
dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen
Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;

bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, dalam pelaksanaannya masih
menimbulkan  multitafsir dan  kontroversi  di
masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan
untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan
kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat: . . .



Pengantar

Di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat Bab VII terkait
dengan Perbuatan yang Dilarang (pasal 27 s.d. 37) dan Bab
X| terkait Ketentuan Pidana(pasal 45 s.d 52)

UU ITE ini mengalami perubahan pertama melalui UU No. 19
Tahun 2016. Di awal tahun 2024, Perubahan Kedua atas UU ITE
ini disahkan dalam UU No. 1 Tahun 2024.

Salindia ini merangkum perubahan pada bagian “Perbuatan
yang Dilarang” dan “Ketentuan Pidana” dalam perubahan
kedua tersebut (UU No. 1 Tahun 2024)
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Perbuatan yang
Dilarang




Pasal 27 ayat (1)

Sebelumnya (11/2008)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.
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Perubahan

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyiarkan, mempertunjukkan,
mendistribusikan, mentransmisikan,
dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan untuk diketahui
umum

><
><
><



Pasal 27 ayat (3) dihapus diganti menjadi Pasal 27A

Sebelumnya (11/2008)

Pasal 27 (3)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.
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Perubahan

Pasal 27A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik orang lain
dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan
maksud supaya hal tersebut diketahui umum
dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau
Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik.




Pasal 27 ayat (4) dihapus, diganti menjadi Pasal 27B

Pasal 27 B

Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Ayat (2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa

orang supaya:

a. memberikan suatu barang yang sebagial atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. $ @
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Pasal 28 ayat (1)

Sebelumnya (11/2008)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik.
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Perubahan

Setiap Orang dengan sengaja
mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan Informasi Elektronik
dan/ atau Dokumen Elektronik yang
berisi pemberitahuan bohong atau
informasi menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian materiel bagi
konsumen dalam Transaksi Elektronik.




Pasal 28 ayat (2)

Sebelumnya (11/2008)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA).
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C

Perubahan

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sifathya menghasut,
mengajak, atau memengaruhi orang lain
sehingga menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan terhadap individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas
mental, atau disabilitas fisik.



Pasal 28 ayat 3 (tambahan)

Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik
yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di
masyarakat.

\@ c@/
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Pasal 29

Sebelumnya (11/2008) Perubahan

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak mengirimkan Informasi Elektronik hak mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang dan/atau Dokumen Elektronik secara

langsung kepada korban yang berisi
ancaman kekerasan dan/atau menakut-
nakuti.

berisi ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi.
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Pasal 36

Sebelumnya (11/2008) Perubahan

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak atau melawan hukum melakukan hak melakukan perbuatan sebagaimana
perbuatan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan

Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian

dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal
materiel bagi Orang lain.

34 yang mengakibatkan kerugian bagi
Orang lain.
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Ketentuan Pidana




Pasal 45

Sebelumnya (19/2016)

Ayat (1)

Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
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Perubahan

Ayat (1)
Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2) tambahan:
Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dipidana dalam hal:

a. di
b. di

akukan demi kepentingan umum;
akukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau

c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik
tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga,
kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan



Pasal 45 (lanjutan)

Sebelumnya (19/2016) Perubahan

Ayat (2) Ayat (3)

Pelanggaran Pasal 27 ayat (2) dipidana Pelanggaran Pasal 27 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 dengan pidana penjara paling lama 10
(enam) tahun dan/atau denda paling (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah). rupiah).

. @banyumurti | @internetsehat.id



Pasal 45 (lanjutan)

Sebelumnya (19/2016)

Ayat (3)

Pelanggaran Pasal 27 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah).
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Perubahan

Ayat (4)

Pelanggaran Pasal 27A dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).

Ayat (5)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat
dituntut atas pengaduan korban atau orang yang
terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

(bersambung)



Pasal 45 (lanjutan)

Sebelumnya (19/2016)

Ayat (3)

Pelanggaran Pasal 27 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah).
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Perubahan

Ayat (6)
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

bertentangan dengan apa yang diketahui padahal
telah diberi kesempatan untuk membuktikannya,
dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling
banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah).

Ayat (7)

Tida
a. di
b. di

K bisa dipidana dalam hal:
akukan untuk kepentingan umum,; atau

akukan karena terpaksa membela diri.



Pasal 45 (lanjutan)

Sebelumnya (19/2016) Perubahan
Ayat (4) Ayat (8)
Pelanggaran Pasal 27 aya't (4) dlpldana Pelanggaran Pasal 27B ayat (1) dlpldana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah). Ayat (9)

Jika dilakukan dalam lingkungan keluarga,

penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas
aduan.
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Pasal 45 (lanjutan)

Sebelumnya (19/2016) Perubahan

Ayat (10)
Pelanggaran Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/

Ayat (4)
Pelanggaran Pasal 27 ayat (4) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00

(enam) tahun dan/atau denda paling (satu miliar rupiah).

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah). Ayat(11) |
Hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak
pidana
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' Pasal 45 A

Sebelumnya (19/2016)

Ayat (1)

Pelanggaran Pasal 28 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2)

Pelanggaran Pasal 28 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Perubahan

Ayat (1)

Pelanggaran Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Ayat (2)

Pelanggaran Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Ayat (3)

Pelanggaran Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).



Penjelasan
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' Pasal 27 ayat (1)

 Menyiarkan: termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik dalam Sistem Elektronik.

* Mendistribusikan: mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak
melalui Sistem Elektronik.

 Mentransmisikan: mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

e Membuat dapat diakses: semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan
mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi

Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau
publik.
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Pasal 27 ayat (1) (lanjutan)

 Melanggar kesusilaan: melakukan perbuatan mempertunjukkan
ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan
tersebut dilakukan.

e Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku
pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community
standard).

e Diketahui umum: untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan
orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
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Pasal 27 ayat (2)

e Perjudian: menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi,
menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan
kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam
perusahaan untuk itu
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Pasal 27A

Menyerang kehormatan atau nama baik: perbuatan yang merendahkan atau
merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut,
termasuk menista dan/ atau memlitnah.

Pasal 27/B

 Ancaman kekerasan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau
khawatir akan dilakukannya kekerasan.

« Ancaman pencemaran: ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang
lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut
diketahui umum.
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Pasal 28 ayat (3)

e Kerusuhan: kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan
kondisi di ruang digital/ siber.
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Pasal 29

e Korban: orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

 Termasuk dala perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
perundungan di ruang digital (cyber bullying).
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Pasal 45 ayat (7)

e Dilakukan untuk kepentingan umum: melindungi kepentingan masyarakat
yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya
melalui unjuk rasa atau kritik.

e Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari
kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun
mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain.

e Pada dasamya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi,
dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
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Unduh naskah lengkap UU No. 1 tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik di:

https://www.banyumurti.my.id/2024/01/revisi-uuite-2024.html

@banyumurti

banyumurti@ictwatch.id

banyumurti.my.id
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